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WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/493/DPPKB/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA BESSAI BERINTA

Menimbang

KOTA BONTANG PERIODE TAHUN 2020-2024

WALI KOTA BONTANG,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga,

perlu menyediakan layanan berupa konseling dan
pembelajaran keluarga yang dilaksanakan melalui pusat

pembelajaran keluarga;

. bahwa berdasarkan ketentuan lampiran II huruf H

Pembagian Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana pada Sub Urusan Kualitas Keluarga
dalam Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah
berwenang melaksanakan penguatan dan pengembangan
lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dan
penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender dan hak anak;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran
Keluarga Bessai Berinta Kota Bontang Periode Tahun 2020-
2024;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);

. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2017

tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Bontang
Tahun 2017 Nomor 8);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Bessai Berinta Kota
Bontang Periode Tahun 2020-2024;

Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud diktum
KESATU berfungsi menyelenggarakan layanan konseling dan
pembelajaran yang diberikan kepada orang tua, wali,
keluarga, guru, masyarakat, tokoh masyarakat/orang yang
bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak yang memiliki
permasalahan dalam hal pola asuh anak/remaja dan kepada
anak/remaja yang sedang mengalami permasalahan pribadi
atau dalam hal konsultasi pengembangan minat/bakat anak

remaja serta kepada calon pengantin/calon orang tua, dengan
tanpa dipungut biaya;

Pusat Pembelajaran Keluarga Bessai Berinta sebagaimana
dimaksud diktum KESATU, disclenggarakan oleh pengurus

dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini;

Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga Bessai Berinta
sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mempunyai tugas:

a. melaksanakan konseling dan pembelajaran keluarga
melalui pendidikan bagi orang tua, calon orang tua/calon
pengantin, wali, keluarga, guru, masyarakat, serta tokoh
masyarakat/orang yang bertanggung jawab terhadap
pengasuhan anak;

b. memberikan layanan konseling dan pembelajaran keluarga
meliputi:

1. konseling, konsultasi dan memberikan informasi

tentang pengasuhan anak; dan

2. sosialisasi terkait pengasuhan anak dan hak anak baik
ke para calon pengantin/calon orang tua di Kantor

Urusan Agama, sekolah, dan pada saat acara lainnya;



¢. menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan

melindungi anak; dan

d. menguatkan sinergitas kerja sama antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak

terutama mengenai pembelajaran keluarga;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum
KEEMPAT, Pusat Pembelajaran Keluarga Bessai Berinta
dibantu oleh sekretariat;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Pengurus Pusat Pembelajaran
Keluarga Bessai Berinta wajib berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya
kepada Wali Kota Bontang melalui Sekretaris Daerah;

KETUJUH : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Bontang;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 18 Agustus 2020

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah

2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
4. Yang Bersangkutan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/493/DPPKB/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA  BESSAI BERINTA KOTA
BONTANG PERIODE TAHUN 2020-2024

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
BESSAI BERINTA KOTA BONTANG PERIODE TAHUN 2020-2024

Pengarah A
2.

Penanggung Jawab : 1.
2.

Wali Kota Bontang
Wakil Wali Kota Bontang

Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana
2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan
Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana
3. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas
Pemberdayaan  Perempuan dan  Keluarga
Berencana
Sekretaris : Kepala Seksi Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana
Divisi Pencegahan : 1. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas
Pemberdayaan  Perempuan dan  Keluarga
Berencana
2. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Dinas
Pemberdayaan  Perempuan dan  Keluarga
Berencana
3. Kepala Seksi Kesetaraan Gender Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan  Keluarga
Berencana
4. M. llhamsyah Metharani, M.Psi, (Psikolog)
5. Putri Ayu Rahayu, M.Psi, (Psikolog)
6. Suriyani (Dinas Keschatan)
7. Unsur Pokja IV PKK Kota Bontang



Divisi Rujukan

Sekretariat

. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak Dinas

Pemberdayaan  Perempuan dan  Keluarga
Berencana

. Irma Agustin, M.Si, M.Psi, (Psikolog)
. Unsur Pokja I PKK Kota Bontang

. Ery Yuliansyah, ST (Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana)

. Siti Aulia Kharisma, S.I.LKom (Dinas

Pemberdayaan  Perempuan dan  Keluarga
Berencana)

. Ahmad Fakhrurrijal, S.KM [Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana)

. Nita  Kardilah, S.IP (Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana)

. Rizky Nanda Putri (Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana)

. Rifki Faadhilah Irianto (Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana)

ONTANG,




